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PENDAHULUAN
A. L atar Belakang Masalah

Hukum acara di peradilan agama diatur oleh UU. Ndahun 1989
yang diubah oleh UU. No. 3 tahun 2006, sebagai kpelkekuasaan
kehakiman, peradilan agama menjadi tempat bagi pareari keadilan,
khususnya bagi setiap orang muslim untuk menyddasapersoalan yang
berkaitan dengan masalah perdata Islam. Sepenydahasalah gugat cerai,
waris, harta bersama dan lain sebagainya. Gugait yamg diajukan oleh istri
dapat digabungkan sekaligus dengan gugat hartarharsesuai dengan pasal
86 UU ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilgama. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan rhukuateriil
perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengasagangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentangctata perkawinan dan
sekaligus merupakan hukum acara dalam menyeless#agketa perceraian.
Selain kedua ketentuan ini terdapat pengaturanyaimg dikhususkan bagi
orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam KasafHukum Islam
(KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentBegadilan Agama
yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun.2006

Perceraian juga merupakan sesuatu yang dibenciAllah, karena
pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah unteipdsang-pasangan.
Antara cerai dengan talak sebenarnya tidak adagadn, kalau cerai berasal

dari bahasa Indonesia, sedangkan talak berasabalaaisa arab. Namun dari



segi pengertian hukum dan konsekuensi, antara kgduedak ada bedanya.
Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kdwarajia masalah bahasa.

Talak merupakan kalimah bahasa Arab yang bermaksud
"menceraikan” atau "melepaskan”. Mengikut istilafara’ ia bermaksud
"Melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dekgémah atau lafaz
yang menunjukkan talak atau perceraian”.

Hartd merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sanga
penting, harta bersama adalah harta yang digun@kawanfaatkan) bersama-
sama selama perkawinan berlangsung, adanya hantsantee dalam
perkawinan merupakan hasil dari bawaan masing-magihak (istri dan
suami), selama mereka terjalin dengan ikatan perkawy maka apa yang
mereka dapatkan atau hasilkan menjadi harta berbamiéu sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87. Dan lembagaraulilan yang
berwenang menyelesaikan persengketaan dalam bitlangitu Peradilan
Agama

Wujud harta bersama telah dijelaskan di dalam Ugdamdang No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 35 yargubyi:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjath barsama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istritdata benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wamsktah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihaknietaéntukan laif.

' Ibid., him. 299
2 M. Yahya HarahapKedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta:
Pustaka Kartini, 1993, him. 296.



Keduanya memberikan penjelasan tentang harta bayrsam@skipun
demikian didalam masyarakat kita (Indonesia) hdreasama memiliki
beberapa istilah, ada yang menyebut dengan harta-gjai (Jawa), harta
seharkat yang juga cukup dikenal di masyarakat Asemua sebutan itu
mengarah kepada satu pengertian yaitu harta bershmanapun ia berada,
harta bersama mempunyai pengertian dan penafsratirsdi suatu daerah
tertentu.

Kelemahan penyelesaian kumulasi gugatan ini, adifahna putusan
cerai itu menunggu hasil pemeriksaan semua hartafe terlebih dahulu,
itupun kalau hakim memutuskan gugatan itu diteritetgpi kalau gugatan
harta bersama itu ditolak maka penggugat (pihak istau tidak mau harus
mengajukan gugatan baru lagi yaitu gugatan hantsabea, Dalam undang-
undang no. 7 Tahun 1989 pasal 86 ayat (1), peraiatlegperkara kumulasi
gugatan cerai dengan gugatan.harta bersama dilamlehdalam hal ini
penggugat mengajukan dua kali gugatan ke PA yam@ saitu gugatan cerai
sebagai perkara pokok digabung dengan gugatan barsama, dan setelah
diputus dengan putusan sela bahwa gugatan terbebus berdiri sendiri-
sendiri maka penggugat mengajukan gugatan bamw gagat harta bersama,

Penggabungan gugatan cerai dan harta bersamaldibolkarena ada
koneksitas antara satu sama lain, untuk mengetgtakah ada atau tidak,
dapat dilihat dari sudut kenyataan atau fakta, iégadda koneksitas,

penggabungan itu akan mempermudah jalannya acas&dgegan, hal ini



dapat menghindarkan keputusan yang saling berigsmtandan dapat
menghemat biaya dan tenaga serta waktu.

Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 198%alijséeh hakim
Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara percergsary bersifat
kumulatif, tetapi dalam HIR, perkara kumulasi gugatai dengan harta
bersama tidak diatur, ini memungkinkan hakim bolehtuk menolak
kumulasi tersebut. Perkara kumulasi gugatan paesedengan harta bersama
dapat selesai dengan memakan waktu yang cukup l&arana hakim
harus.lebih teliti dalam memeriksa beberapa pod#ta penggugat, tetapi
kalau penggabungan gugatan perceraian dengan pembagrta bersama
memang diperlukan waktu yang lama dan kalau hadipisahkan (antara
gugatan perceraian dengan gugatan harta bersagnajnkkinan yang terjadi
adalah setelah gugatan perceraian diputus, dandiemmengajukan gugatan
baru yaitu gugatan pembagian harta bersama, kermamglkya tergugat dapat
“menghabiskan” harta tersebut, dan menimbulkan lahsapa yang harus
penggugat lakukan untuk menuntut harta bersama,ttumyang semacam
ini®> jelas akan merugikan penggugat. Praktisnya gugaterai akan
melahirkan gugatan baru yaitu gugatan harta bersama

Terhadap kumulasi gugat ini kiranya dapat dilakukaalogi kepada
penyelesaian gugat rekonvensi sebagaimana diatamdaasal 132 b ayat

(3)/HIR atau 185 ayat (3) R.Bg. Dua pasal ini melabkan bagi hakim

untuk menjatuhkan putusan secara terpisah antayat gonvensi dan gugat

¥ M. Yahya HarahapHukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 110



rekonvensi, bahwa perkara yang satu dapat disktesébih dahulu, namun
tetap diadili oleh hakim yang sama

Pada hakekatnya gugatan rekonvensi merupakan ksimdlaa
tuntutan yaitu tuntutan penggugat dan tuntutanutafy Pendapat senada
juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakgngatan
rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterimakutikumulasikan’
dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syar@teh karena itu tidak
salah jika dikatakan bahwa rekonvensi pada dasamsmpakan kumulasi
gugat dalam bentuk lain.

Putusan PA Purwodadi ini menolak kumulasi gugatdimana
perceraian diputus terlebih dahulu, baru kemudiangajukan gugatan baru
yaitu gugatan harta bersama, sebelumnya bahwaagugatai dan pembagian
harta bersama ini digabungkan kedalam satu gugataapi oleh hakim

gugatan tersebut harus dipisah dan berdiri sendiri.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan diungkap dalamsi ini
adalah sebagai berikut :
1. Apa landasan PA Purwodadi terhadap kumulasi guggdi dengan
harta bersama?
2. Apa dasar pertimbangan hakim PA Purwodadi terhguzmlakan

kumulasi gugat cerai dengan harta bersama?

* Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1979,

him. 42

® M.Yahya Harahapp. Cit. him. 475



C. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Purwotatdang
kumulasi gugatan.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim PA Puadiogtrhadap

penolakan kumulasi gugat cerai dengan harta bersama

D. Tdaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang pentdisukan, maka

dalam telaah pustaka ini, penulis akan mengurab&rerapa hasil skripsi

dan tulisan dari para sarjana syari'ah IAIN Walgordan sarjana hukum

perguran tinggi lainnya, yang mempunyai tema saetapt perspektif

bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bapmeditian yang penulis

lakukan adalah murni dan jauh dari upaya plagiat.

2.

Adapun skripsi tersebut adalah:

Sudi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang No.
318/Pdt.G/2003Tentang cerai gugat bahwa suami menderita stroke. Yang
disusun oleh Siti Sangadah lulusan 2006. dalanpskini dijelaskan
seorang istri menggugat cerai suaminya yang meadstioke, karena
alasan itulah isteri menggugat cerai, dalam asaysi penggugat
mempunyai alasan utnuk mengajukan gugatan ceran&idarena suami
menderita stroke sebagaimana pasal 19 huruf e PPTredhun 1975.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Sawi No.

1077/Pdt.G/2003 Tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan hal-hal



yang tidak diminta oleh para pihak yang berperkara). Oleh M. Fikrul
Khodziqg lulusan tahun 2004. dalam analisisnya nspdlam putusannya
yang tidak menyebutkan dasar hukumnya tersebuk ts#suai dengan
Pasal 178 HIR. (3) bahwa hakim dilarang menjatuhgatusan perkara
yang tidak dituntut serta lebih dari pada yangrdiiti

. Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian Dan Alternatif
Penyelesaiannya. Oleh : Firdaus Muhammad Arwan, yang menguraikan
masalah yang dihadapi dalam perkara kumulasi gogedi dan harta
bersama dan anjuran agar tidak dilakukan komulagiafy serta jalan
pnyelesaian kumulasi gugat cerai dengan menggunbizagai metode
agar penyelesaian komulasi gugatan perceraian hield&rut-larut

. Sudi Tentang Komulasi Gugatan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Oleh Kukuh Puji Santoso
C 100040023 fakultas hukum Universitas Muhammadiyafal&rta tahun
2009, yang meneliti persyaratan-persyaratan yamgeridkan dalam
mengajukan komulasi gugatan ke pengadilan negezkamsme dalam
mengajukan komulasi gugatan ke pengadilan negasa@ para subyek
hukum dalam mengajukan gugatan memilih dengan reetadnulasi
gugatan, permasalahan-permasalahan apa yang taabulpelaksanaan
komulasi gugatan dalam pemeriksaan sengketa ped#atabagaimana
penyelesaiannya.

. Pasal 86 Ayat (1) Penyebab Lamanya Perkara Perceraian (Kendala

Peraturan Perundang-Undangan). Oleh: Drs. H. Marjohan Syam,



SH.,MH, beliau adalah Hakim Tinggi pada Pengadilanggi Agama
Pekanbaru§,yang dalam tulisannya ia menguraikan sebab-setyabriya
perkara perceraian, perkara perceraian yang peaateya bertahun-
tahun, bukanlah disebabkan karena buruknya kinbg&im dalam
menangani kasus perceraian, tetapi lebih karemaraf@asal 86 ayat (1)
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubafadd Undang-
Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan AgamanbRasal 86 ayat
(1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukagatgn harta
bersama yang dikumulasikan dengan perkara gugatacergian atau
menggunakan gugat balik (reconventie), biasanya a paihak
memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bapkamjauan
kembali adalah yang menyangkut harta bersama, eagath demikian
masalah perceraian terbawa rendong oleh Pasal ryengbolehkannya,
sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama iéngpaya hukum
yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pgiab harta bersama
tersebut.

Putusan hakim yang menolak kumulasi gugatan ceengah
pembagian harta bersama dinilai kurang memenuaikeadilan, hal tersebut
akan menjadikan bertentangan dengan asas-asasilgergdng cepat,
sederhana dan biaya ringarKarena memang hukum acara di peradilan
agama juga menganut hukum acara yang ada di pmradihum, maka

hukum acara yang digunakan bisa dikatakan tercaraguk, maka dengan

®  http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PASAL%2086%29AT%201.pdf. Dikutip
Tgl. 7 Juli 2009.
" Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasadalkiman



lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dialearen dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, peradilan agama ilikerkekuatan
sendiri untuk menyelesaikan semua perkara yangatdiempwenangnya.
Berbeda dengan kajian yang telah ada sebelumnyalipenencoba
memfokuskan pada hukum acara kumulasi gugatan Vyaedgku di
Pengadilan Agama Purwodadi.yaitu mengenai PutusaRuPwodadi tentang
kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harsarba yang ditolak
hakim PA Purwodadi.
E. Metode Pendlitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dokuereocument
Research/Library Research) dimana penelitian ini meneliti putusan PA
Purwodadi yang merupakan dokumen.

1. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi.yaitu dengan melihat dokumen putusargdilan
Agama Purwodadi No. 2281/G.Pdt/2008/PA. Pwd. Putusa
tersebut adalah putusan yang berisi kumulasi gueyaii dan harta
bersama.

b. Interview / wawancara yaitu usaha mengumpulkan datagan
menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan uhjawab
secara lisan pula. Wawancara dilakukan terhadagkpihak yang
berkompeten yaitu hakim anggota dan panitera perigga

2. Jenis data

a. Sumber data primer
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Yaitu sumber data yang memberikan data langsundamda
penelitian ini sebagai sumber primernya adalahgandengadilan Agama
Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menduéan
melengkapi sumber-sumber data primer buku-buku Igamg ada
hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas.

3. Metode analisis data
Penelitian ini bersifat kuantitatif, metode ini digakan sebagai
upaya untuk mendiskripsikan dan menganalisis sesiatamatis terhadap
putusan dan dasar pertimbangan hakim PA Purwodakdilam
menyelesaikan permasalahan ini. Setelah data t@ddummaka penulis
mengadakan penyaringan terhadap data tersebut racaptode penulis
pergunakan dalam pengolahan data ini adalah:

Metode deskriptif normatif Yaitu menggambarkan sactepat
sifat-sifat keadaan gejala atau kelompok tertetdw antuk menentukan
penyebaran suatu gejala atau untuk menetukan ddknyia hubungan
antara suatu gejala dengan gejala lain dalam meietir

Metode ini digunakan untuk menguraikan atau meskaia
ketentuan dari hal-hal yang tidak sesuai dengarurnukormatif yang

berlaku pada saat ini. Jadi, metode deksriptif @difmini akan

8 Amirudin, Metode Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003, him. 25
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menjelaskan atau menerangkan fakta yang terjadaghingan dengan
hukum normatif.
SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan sistematika penulisan ini dilakukan ggembaca
mengetahui secara jelas pokok-pokok dalam pembaltsksigsi ini. Yang
antara lain yaitu:

Bab | : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang rahsglerumusan
masalah, tujuan Penelitian, telaah pustaka, metpdeelitian dan
sistematika penulisan.

Bab Il : Tinjauan Umum Tentang Kumulasi Gugatan

Dalam ketentuan umum kumulasi gugatan ini, akarratkan
tentang pengertian kumulasi gugatan, macam-macanullasi gugatan,
syarat formil kumulasi gugatan dan tujuan kumudggjatan.

Bab Il : Tinjauan Yuridis Terhadap Kumulasi Gugdtarai Dengan
Harta Bersama.

Pada bab ini diuraikan tentang Pengadilan Agamavétadi,
permasalahan putusan hakim yang menolak penggabuugsatan cerai
dengan pembagian harta bersama serta dasar pertjarbdakim PA
Purwodadi.

Bab IV: Analisis Terhadap Penolakan Kumulasi Gu@arai Dengan

Harta Bersama.
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Dalam bab ini berisikan analisis terhadap penolakamulasi
gugat cerai dengan harta bersama dan analisis geganbangan hakim
PA Purwodadi yang menolak kumulasi gugat cerai dermrta bersama.
Bab VvV : Penutup

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan daalisia yang

dilengkapi dengan saran-saran dan penutup.



